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BABI

PENDAHULUAN

kelompok lainnya yang saling membutuhkan dan tidak dapat hidup sendis

Sedangkan kebendaan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan poioh
sangat terbatas, sehingga hanya dapat dipenuhi melalui kerjasafa dengan
sesama manusia. Berdasarkan atas ha! ini tidak javang dalam usaha uniuk
dapat memenuhi kebutuhan ini sering terjadi pertentangan, sedangian

pertentangan itu tidak dapat dikehendaki manusia, untuk menghindar: hal

menimbulkan perhubungan hukum dalam bidang harta kekavaan seseoians
=

dengan mengadakan perjanjian diaturlah hak dan kewajiban  vang

ditimbulkan schingga dapat diharapkan menghindari adanya porieniee o0

dikemudian hari .

Sehingga dengan penuh kepercayaan setiap hal yang diperjanjizas

akan dilaksanakan scbagaimana mestinya.
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Apabila perjanjian itu tidak kita laksanakan atau dilaksanakan akan tetap!
tidak sebagaimana mestinya, maka hukum menegakan keadilan dengan
berdasarkan kepatutan dan kelayakarn.

Apabila setiap orang atan badan hukum ingin membuat suatu
perjanjian maka diperlukan seluruh kemampuan  ataupun keahlian (skill)
dengan didasari kejujuran di samping perbuatan yang beritikad baik dari
masing-masing pihak yang membuat perjanjian tersebut, untuk menjaga dan
mengatasi bllamanaadd pEfmdm?;gmbul baik ketika ataupun sesudah
dilaksanakannya perjanjian. -

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam perjanjian pinjam meminjam
uang pihak yang memenuhi prestasi adaiah disebut peminjam (debitur)
sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditur. Dari uraian
ini jelas terlihat bahwa masing-masing pihak harus melaksanakan haic dar

kewajibannya.

Sebagaimana diketahui bahwa bunga di dalam perjanjian pinjoo
meminjam uang menurut KUH Perdata tidak memberikan pembatasan
mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan.

Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa dalam melakukan perjanjiz;
pinjam meminjam uang pada saat sekarang ini para pihak telah sepakat

‘untuk menetapkan bunga dalam perjanjian yang dibuatnya.
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Jika dilihat bagaimana bunga yang telah diperjanjikan dalam prakiek seiari-

hari yang berlaku di masyrakat terutama dalam hal ind terhadap b‘mb

Pemerintah swasta, apabila memberi pinjaman uang terhadap masyaa

selalu memperjanjikan dengan bunga.

Bunga adalah uang pembalas jasa vang disctujui. jadi pengeriian
pinjam meminjam adalah dalam memberikan sesuatu untuk dipakai
sementara wakiu , memakai barang orang lain sementara wakiu.

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang menimbulkan hak dan
[®

kewajiban baik bagi peminjamn maupurn terhadap yang meminjan

Barang ataupun uwang yang dipinjam menjadi milik {hak) dari si pominas

i*erhlfung SE}ak saat penyerahan dilakukan, untuk itu si peminjam d:

secara bebas mempergunakannya. Pada dasarnya setiap orang va

melakukan peminjaman uang selalu diadakan dengan perjanjian feiiuiis

sekaligus ditentukan bunganya setiap bulan/tabun dan jangks waiiu
pengembalian pinjaman pokok.
Bunga akibat Perjanjian pinjaman meminjam uang atau barang oo

. prakieknya di Bank adalah merupakan peristiwa yang sering terjadi
Bunga dalam pinjam meminiam uvang menurut KUH Pordals dan vans

berkaitan dalam praktek di Bank pada saat ini mengenai bunga tersebu:

dalah bervariasi, hal ini discbabkan karena banyaknya jenis kredit
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dapat diberikan oleh bank kepada si pemochon kredit. Demikian jugs <
dalam KUH perdata yang memperbolehkan menjanjikan suatu bunga ates
peminjaman uang, dengan kata yang lain kepada para pihak diberikan
kebebasan untuk menentukan jumlah bunga diperjanjikan sepanjany tidak
bertentangan dengan undang-undang untuk itu tidak bertentangan dengan

ketertiban umum dan kepatutan. Karena bunga menurut undang-undang

‘adalah sebesar 6% setahun, hal ini dengan tegas disebuikan stb. 1848 No. 22

Bunga ini juge berarti bunga yang harus dibayarkan debitur akibat karena

lalai membayar utangnya. Begitupun dalam peminjaman uang utany vang

disebabkan dalam suatu perjanjian. jadi bunga di dalam prakicknva

masyarakat maupun di bank tidak ada suatu pegangan yang tetap. &
terjadi suatu kepatkan atau kemunduran ndlai (harga) sebelum saut

pelunasan hutang maka dalam hal ini dapatlah dipakai suatu Yurisprudensi
Mahkamah Agung yang mengambil dasar penilaiannya adalah pantas don
sesuai dengan rasa keadilan apabila dalam hal menggadaikan tanah. keddus
belah pihak masing-masing memikul separuh dari resike kemunghinan
perubahan nilai harga uang rupiah, diukur dari perbedaan harga emas pada

waktu menggadaikan dan waktu menebus tanah tersebut.
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BABII

KUH PERDATA

Scbagaimana kita ketahui suatu persetujuan adalah suatu perbuatas
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lam,
seperti ditetapkan dalam pasal 1312 KUH Perdata vang berbunyi sebapa:
berikut:

" Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjang

kepada orang lain atau lebih dimana dua orang itu saling berjanii

untuk melaksanakan sesuatu hal “.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu melibatks

sesuai dengan maksud dan tujuan yang fertentu pula. Sehingga para pihak
yang, terlibat terbuat secara langsung terkena aturan untuk memenuhi hak
dan kewajiban masing-masing.

Bila kita telii fungsi dari pada perjanjian jika dikaitkan dengan
perbuatan perjanjian, maka dapat dibayangkan dalam pikiran kita keadilan
ataupun perscsuaian antara plhak yang membuat perjanjian, Hdakizh
mungkin seorang ataupun beberapa orang yang ingin dirinya terlibat hanya

memenuhi kewajiban saja dalam hal perebutan perjanjian dimaksud, tentu

UNIVERSITAS MEDAN AREA



sekali ada persesuaian timbal balik dari akibat perbuatannya itu. Sehinggs
apa yang dikchendaki olech hukum itu dapat tercapai dengan sendirinva
Karena setiap persetujuan adalah untuk mencapai prestasi yang diperjaniian
bersama secara jujur dan konsekwen.

Dalam rangka perbuatan dan unsur pelaksanaan perjanjian pinjam
meminjam uang ini unsur adalah adanya unsur kata sepakat diantara pihak-
pihak ataupun adanya persesuaian kehendak, adapun persesuaian vang
dimaksud adalah persesuaian besarnya jumlah pinjaman dan jangka wakiu
peminjaman. Seperti diisyaratkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata- yvang
menetapkan sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

2. Cakap 1ﬁ1tuk membuat suatu perjanjian

3. Mengenai sesuatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1754 KUH Perdata tidak disebut-sebut tentang uang, vang
discbut adalah peminjaman atas barang-barang yang habis terpakai. Namun
peminjaman uang termasuk juga pada perjanjian pada umumnya. Oleh
karena itu segala ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan pinjam

meminjam barang yang habis terpakai berlaku juga terhadap persctujuan

pm}a_m meminjam uang.
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ekonomis, yakni peminjaman dilakukan cleh pihak si oeﬁmﬁiﬁ!aﬂ ’gz}{.'?é

f el
ST 1}\(\"*‘

untuk suatu kepentingan dalam perbaikan penghidupan.
Dalam Pasal 1754 KUH Perdata mengatakan scbagai berikut
“Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang

barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahuw:

Y

pihak yang belakangaan ini akan mengembalikan sejumlah vang mane

dari macam keadaan yang sama pula .

Dari defenisi di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa yang menjads
obyek dari pinjam meminjam tersebut adalah barang-barang vang habis
karena pemakaiannva. Dengan demikian barang-barang yang tidak habis
dalam pemakaian hdék dapat dijadikan sebagai obyek pinjam memingm
jadi pada prinsipnya obyck dari persetujuan pinjam meminjam adalah segaia
barang-barang. Namun bertitik tclak dari ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata,
barang-barang yang dapat diganti dengan keadaan yang sama dan jenis yang

sama yaitu berupa uang.
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A. Pengertian Pinjam Meminjam Uang

Dari uraian tersebut di atas maka yang dimaksud dengan pinjom
meminjam uang adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yahg satu
memberikan sejumlah vang tertentu kepada pihak lain, dengan syarat bahwa
pihak peminjam uang tersebut akan mengembalikan dalam jumlah yang
sama dari macam dan jenis yang sama pula.

Jadi dengan demikian perjanjian ini melarang n:)bj?ekn')-'a berupa : 1
a. Barang tidak bergerak, sebab pada vmumnya tidak ada yang tidak

bergerak yang dapat habis dalam pemakaian. ’
b. Atau barang bergerak yang dapat diganti dengan jenis yang sama.

Maka oleh karena itu dalam perjanjian pinjam meminjam uan;
tersebut, pada umumnya di}akuk;m dengan tunai kadang kala ada juga
dilakukan dengan cara giro billiarad sehingga penyerahannya dilakulkan
dengan pemindahan nama yang meminjom. Jadi oleh sebab itu dalaw
perjanjian pirjam hmeminjam uang tersebut, dengan sendirinya pihak vang
meminjam uang adalah pemilik uang yang syabh, hal ini dapat dilihat Pose!
1755 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Berdasarkan persetujuan pinjam meminjam ini, yang menerinig

pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam dan jika barang itu

" M. Yahya Harahap, SH. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Penerbit Alumni Bandune
1982 hal 299
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musnah, dengan cara bagaimanapun maka kemusnhan itu adalah atas

tanggungannya “.

Maka dengan demikiar, setelah terjadinya levering penyerahan dari
pihak yang meminjamkan kepada pihak peminjam, pihak peminjam dapat
dengan leluasa mempergunakan dan mengalihkan kepada orang lain sesuai
dengan kehendaknya tanpa ada larangan dari siapapun, karena perjanjian
tersebut yang menjadi pemilik uang adalah si peminjam.

Jadi oleh karena itu persetujuan yang bersifat real/nvata dan tidak
consensual belaka, karena dalam Pasal 1754 KUH Perdata ¢idak
menyebutkan bahwa pihak kesatuan mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan uang tersebut kepada pihak lain/peminjam berdasarkan
persetujuan. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata tersebut, juga disebutkan bahw=
dalam mengembalikan uang pinjzman pihak yang meminjam uang harus
mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Ketentuan ini acialah merupakan suatu ketentuan vang sangat sulit
untuk diterapkan dalam suatu kenyataan sehari-hari yang dihadapi oleh
masyarakat karena kalau peminjam uang harus mengembalikan pinjaman
tersebut dengan yvang sejenis maka hilanglah makna dari pada pinjon
meminjam itu, karena pada prinsipl;.ya uang yang dipinjam tersebut adalah

habis karena pemakaian.
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Misainya si A meminjamkan uang kepada si B sebesar Rp 200.000,-
dengan pembayaran 20 lembar seharga Rp. 10.000,- maka adalah suatu hal
yang sulit untuk diterapkan kalau si A harus mengeinbalikan -pijaman
tersebut dengan harga Rp. 10.000,- yang sama yang telah diterimanya, olch
pihak si A maka dengan sendirinya seri uang tersebut telah tersebar kemana-
mana akan tetapi pengembaliannya dapat dilakukan oleh si A yaitu jumiah
yang dengan harga Rp. 260.000,- jumlah pembayaran atau pengembalianiva
boleh dilakukan dengan juralah pembayaran harga Rp. 5000,- sebanyal: 40
lembar misalnya. }

Sehingga yang terpenting adalah dalam pinjam meminjam uang
tersebut bahwa peminjam harus mengembalikan uang pinjamannya sebesar
yang diperjanjikan. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 1756 KU1
Perdata yang berbunyi :

“Utang yang terjadi karena pinjaman uang hanyalah terdiri atas

sejumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan “.

Dalam hal ini sering terjadi bahwa mata uang tertentu pada walktu
pembayaran kembali suatu hutang berlainan harga nilainya,
dibandingkan dengan waktu peminjaman dilakukan (hutang dibuat), maka

dalam hal ini Mahkamah Agung telah memberikan pedoman melalui
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keputusannya tanggal 11 Mei 1955 No. Reg 26/K/SIP/1955 (yang kemuddian
merupakan Yurisprudensi) : 2

Adalah pantas sesuai dengan rasa keadilan, apabila dalam hal menggadaikan
tanah, kedua belah pihak masing-masing memikul resiko kemungkinan
pcrubahan nilai uang rupiak, diukur dari perbedaan harga emas pada wakiv
menggadaikan dan waktu menebus tanah tersebut.

Dengan ini ada beberapa cara pihak yang berpiutang berusaha uniui
menghindarkan dirinya dari akibat-akibat Pasal 1756 KUII Perdaia antara
lain dengan cara menetapkan dalam perjanjian utang pivtang,

Yang dapat dipergunakan untuk mengatasi/ menghindarkan kenaikan
dan kemunduran harga dalam pengembalian uang pinjaman tersebut antara
lain: ®

1. Clausula Emas yaitu pengembalian uang tersebut dengan mata

uang (dalam bentuk uang kertas).

P

Clausa Nilai Emas artinya bahwa pengembalian uang tersebus
adalah dengan cara memperhitungkan harga emas.

Contoh : A pinjam uang dari B sebesar Rp. 23 juta dan pada saas
terjadinya meminjam uang tersebut, kemudian pada saat B hendut

mengembalikan uang terscbut adalah Rp. 23 juta.

#  Hukum dan Perbankan, Penerbit Bunga Rampai, 1982, hal 49.
? RM Suryodiningrat, SH. Perikatan Bersumber Perjanjian, Penerbit 7arsit:
Bandung, 1980, hal 101.
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3. Berdasarkan Valuta Asing yaitu pembayaran kembali wang
pinjaman harus dilakukan dengan Valuta Asing karcna vang
meminjamkan lebih mempercavai Valuta Asing dari Valuta Negara
sendiri.

4. Berdasarkan nilai Valuta Asing yaitu pembayaran kembali wang
yang telah ditetapkan dalam Vaiuta Asing dalam perjanjian ufang
piutang.

Berdasarkan  persetujuan  pinjam  meminjam  yang  habis
terpakai/ pinjaman uang adalah berbeda denigan pinjam pakai. Perbedaannva
adalah sebagai berikut : 9

1. Pada persetujuan pinjaman barang yang habis terpakai/pinjaman
uang, obyek persetujua{n boleh berupa barang yang habis dalam
pemakajan yang dapat diganti dengan barang yang scjenis
sedangkan pada persetujuan pinjam pakai biasanya obyek
persetujuan tidak boleh berupa barang vang habis terpakai. Maka
schagai konsckwensinya dari obyck kedua persciujuan tidak bolch
berupa barang yang habis terpakai. Persetujuan pinjam
barang/pinjam uang dan pengambalian barang boleh dilakuian

dengan barang yang scjenis, scdangkan pada pinjam pakal

“ M Yahya Harahap, SH. Op cit, hal. 298.
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pengembalian barang kepada pihak yang meminjamken hares
dalam innatura.

2. Pada peminjaman yvang habis terpakai/pinjaman uang resike
kerugian dan musnahnya barang yang dipinjam sepenuhnys
menjadi beban pihak si peminjam, sedang pada pinjam pakal
resiko musnahnya barang sepenuhnyva berada pada pihak yvang
meminjamkan.

3. Pada peminjam barang yang habis terpakai/pinjaman uang si
peminjam diwajibkan untuk membayar kontra prestasi atas
pemakaian barang/uvang yang dipinjam. Sedang pada pinjam
pakai, pemakaian atas barang adalah secara cuma-cuma tanpa
kontra prestasi.

4. Perbedaan lain adalah pada peminiaman barang vang habis
terpakai/pinjaman uang, barang/uang yang dipinjam langsung
menjadi milik si peminjam terhitung sejak saat penyerahan . Lain
halnya pada pinjam pakai, sedang hak milik mutiaknva ciap
dipegang oleh pihak yang meminjamkan.

B. Hak dan Kewajiban yang mcminjamkan
Kalau disimak kembali tentang pengertan dari pada pmjam

meminjam sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikaiakan
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bahwa dalam hal persetujuan pinjam meminjam tersebut pihak vang
meminjamkan barang yang habis terpakai/uang, hanya menyatakan bahwe
pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain sejumlah tertentu barang-
barang yang habis terpakai karena pemakaian, tidak ada di dapati hal-hal
yang dapat katcgorikan scbagai kewajiban dari yang meminjamkan,
melainkan hanyalah merupaken suatu hak yang selalu melihat pada pihak
peminjam.

Sebab suatu kewajiban adalah suatu perbuatan yang mengharuska
seseorang untuk melakakan, berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuate
yang apabila diingkari akan memberikan hak pada pihak lain uniuk
menuntut sesuatu prestasi karena perkataan memberikan kepada pihak lain,
dalam hal ini peminjam bukanlah merupakan suatu kewajibannya, karena
pthak yang meminjamkan tidak terikat dengan sesuatu keharusan untuk
memberikan, lain halnya dalam suatu perjanjian jual beli dimana pihak
penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang vang dibeli oleh pembeli.
Karena dalam perjanjian jual beli terscbut kedua belah pihak mempunyar hak

dan kewajiban secara timbal balik.
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Dalam KUH Perdata telah disebutkan bahwa yang menjadi kewajiban
dari yang meminjamkan adalah :

1. Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali ‘apa yang
telah dipinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam
persctujuan Pasal 1759 KUH Perdata.

2. Jika telah di tetapkan sesuatu waktu, hakim berkuasa apabila orang
yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamnya, menurut
keadaan memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam.

Kalau diperhatikan dengan seksama makna yang tersirat dari Pasal 175¢
KUH Perdata tersebut, tidaklah terlampau maju kalau dikatakan bahwa ha!
tersebut adalah merupakan hak dari orang yang meminjamkan dan bukan
merupakan suatu kewajiban.

Maka oleh karena itu dalam hal pinjam meminjam uang maka pihak
yang meminjamkan ~tidak mempunyai suatu kewajiban melainkan
mempunyai suatu hak yaitu menuntut pengembalian uang vang
discrahkan/diberikan pada  yang meminjam.  Karena  apabila vang
meminjamkan tidak dapat memenuhi persetujuan untuk memberikan

sejumiah uvang tertentu kepada pithak yang meminjamkan tidak dapa

dipertanggung jawabkan untuk segala resike yang timbul pada si peminjam.
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C. Hak dan Kewajiban dari si Peminjam

Peminjam terikat untuk melaksanakan sesuatu kepada orang lain vang
meminjamkan uang, sehingga apabila peminjam tidak mengembalikan uang
pinjaman terrsebut pada waktu yang telah ditetapkan maka oleh perundang-
undangan telah memberikan hak kepada yang meminjamkan untuk
melakukan penuntutan melalui Pengadilan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai kewajiban
peminjam telah disebutkan sebagai berikut :

“Yang menerima pinjaman diwajibkan mengembalikan dalam pamiah
dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan ”.
Namun yang menjadi persoalan adalah bahwa dalam masalah pinjam
meminjam uang tersebut tidak ditentukan pada masa pengembalian
pinjaman tersebut, maka yang meminjamkan akan mengalami kesuiitan
untuk menuntut pengembalian nang tersebut. Dalam Pasal 1764 ayat 2 KUH

Perdata disebutkan :
“Jika waktu dan tempat ini tclah ditentukan, pelunasannya harus
dilakukan menurut harga barang pinjaman pada waktu dan tempat

dimana pinjaman telah terjadi “.
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D. Pinjam Meminjamkan Uang Dengan Bunga

Di tengah-tengah masyarakat pada umumnya sering terjadi peristiva
pinjam meminjam uang dengan bunga, pinjam meminjam bunga ini.adalah
merupakan suatu perjanjian yang bersifat real/nyata karena masalah pinjem
meminjam uang pada umumnya adalah dilakukan dengan tunai merupakan
suatu perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Pinjam
meminjam uang dengan bunga adalah suatu perjanjian yang diperbolehkan
Undang-Undang dan tidak bertentangan cengan keadilan dan kepatutan,
karena dalam hal tersebut telah terjadi tolong menolong antara peminjam
dengan orang yang meminjamkan uang, motif dari pinjaman itu pada
umumnya adalah bermotifkan ekoromis dan saling membutuhkan antara
yang satu dengan yang lainnya.

Dalam Pasal 1765 KUH Perdata adalah diperbolehkan memperjanjikan
bunga atas pinjaman uang atau barang yang menghabiskan Karena
pemakaian. Dari ketentuan Pasal ini tidak ada pembatasan bunga dalam hal
ini berarti bahwa kedua belah pihak diperbolehkan menentukan bunga
sesuai dengan yang mereka kehendaki, misalnya 10 % - 20% perbulan.

Pada umumnya orang yang meminjamkan uang terhadap pihak lainnya
adalah untuk mengharapkan sesue;tu keuntungan uang yang diperjanjikan,
dalam pinjam meminjam uang tunpa bunga dalam masyarakat sulit untuk

mencari seseorang yang mau meminjamkan nangnya.
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Pembayaran bunga dalam kenyataan sehari-hari ada yang dibayar
setiap bulannya dan ada pula yang dibayar sekaligus pada saat
pengembalian pokok. Apabiia dalam pinjam meminjam uang tersebut tidak
ada ditentukan besarnya bunga dari pinjaman itu, maka apabila yang
meminjamkan membayar bunga, tidaklah dapat ditarik kembali kecuali
pembayaran itu terlampau tinggi. Ha! ini dengan tegas disebutkan Pasal 1766
KUH Perdata :

“ Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang

tidak diperjanjikan, tidak dapat menuntutkan kembali, maupun -

mengurangi dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yeng dibayar
itu melebihi bunga menurut Undang-Undang dalam mana uang yang
telah dibayar selebihnya dapat ditiuntut kembali atau dikurangi dari
jumlah pokok “.
Maka dengan demikian segala pembayaran yang dilakukan dengan suka rela
tidak dapat dituntut kembali. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang,
tidak menetapkan besarnya bunga harus dinyatakan secara tertulis dan para

pihak tidak boleh menentukan pembayaran bunga sebagai ganti rugi.
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Jika si peminjam uang telah terlanjur membayar bunga pinjaman dan
bunga yang dipinjam uang yang tidak ada diperjanjikan oleh kedua belah
pihak maka :

1. Bunga yang telail dibayar itu tidak dapat diminta kembali, dan
juga pembayaran itu tidak dapat dianggap atau diperhitungkan
angsuran hutang pinjaman pokok.

é. Jika bunga uang yaug telah dibayar besarnya melebihi dari bunga
yang telah ditetapkan Undang-Undang maka kelebihannya
tersebut dapat diminta kembali. Atau kelebihan itu dapat
diperhitungkan sebagai pembayaran terhadap pinjaman pokok

Pasal 1766 KUH Perdata.

% M. Yahya Harahap, SH. Ibid, hal. 302.
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BABIII
BUNGA YANG DIPERJANJIKAN DALAM PINJAM MEMINJAM UANG

MENURUT KUH PERDATA

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas luasnya
kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisikan apa saja,
asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Mereka
diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mercka dalam perjanjiar-
perjanjian yang mereka adakan. -

Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu itu berarti mereka
mengenai hal tersebut akan tunduk kepada Undang-Undang. Demikian juga
halnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut kepada mereka
diberikan kebebasan mengenai bunga yang diperjanjikan Undang-Undang
tidak melarang.

Namun bila mereka yang mengadakan perjanjian pinjam meniinjam
vang tidak disebutka;l besarnya bunga maka bunga yang hanya dapat
dimintakan adalah hany.; bunga menurnt Undang-Undang yaitu 6 % setahun
hal ini kita lihat dalam Lembaran Negara tahun 1884 No. 22.

Dalam kaitannya dengan pinjam meminjam uang maka persoalan
bunga adalah merupakan suatu persoalan yang sering timbul dan selalu

merupakan suatu merupakan perhatian dikalangan masyarakat. Karena
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persoalan ini sering timbui dan selalu membutuhkan penyelesaian melaiui
Pengadilan dengan cara mengajukan gugatan dari pihak yang merasa
dirugikan yaitu pihak yang meminjamkan uang. Karena pada prmsipx{ya
tujuan utama dari orang yang meminjamkan adalah dengan mengharapkan
sesuatu keuntungan dari modal pokok yang dipinjamkannya.

Yang dimaksud dengan bunge adalah keuntungan yang diharapkan
yang, tidak diperoieh kreditur. ©
Sedangkan Prof, Subekti, SH mengatakan bahwa yang dimaksud dengan
bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang Sudah-.
dibayangkan atau dihitung kreditur. 7

Masalah pinjam meminjam uang adalah merupakan suatu perjanjian
timbal balik/perjanjian bersegi dua, dimana pihak yang meminjam
kewajibannya untuk mengembalikan uang pinjamannya dan sebaliknya
pihak yang meminjamkan uang berhak untuk menuntut pengembalian uang
yang dipinjamkannya. Oleh karena perjanjian timbal balik maka dalam
menentukan besarnya bunga atas pinjaman tersebut adalah diteritukan oleh
kedua belah pihak yang mengikat perjanjian tersebut, Il’j'ndang-ﬁndang tidak

melarang hal yang demikian dan membetikan kebebasan kepada para pihak.

9  Prof Dr. Darus Badrulzaman, SH. KUH Perdata BUKU III, Hukum dengan
penjelasan, Penerbit Alumni Bandung, hal 31.
” Prof. Subekti, SH. Hukum Perjanjian, Penerbit PT Inmasa, 1984. Hal 47,
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Namun KUH Perdata telah menentukan besarnya bunga yang telah
diperbolehkan. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 1250 KULL
Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan

pembayaran sejumiah uang, penggantian biaya rugi dan bunga

sokedar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri
atas bunga yang ditentukan Undang-Undang Khusus
Dari defenisi tersebut tidak dijelaskan berapa besarnya bunga yang
ditentukan dalam Undang-Undang namun sebagai realisasinya dari
Letentuan Pasal tersebut telah dinyatakan dalam stb. No. 22 tahun 1884 yang
menyatakan bahwa buhga menurut Undang-Undang adalah sebesar 6 %
setahun. | -
Tetapi kalau ditinjau dari perkembangan ekonomi pada saat sekarang

ini bunga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

A. Macam-Macam Bunga Menurut KUH Perdata

Kalau berbicara mengerai bunga sudah banyak macam dan raganinya
dari masa kemasa. Dalam sejarah Romawi misalnya dikenal “Centesia
Usura” atau 1 % perbulan. Kemudian dirubah lagi menjadi “Demidia
Centima” atau 1,5 % (satu setengah) perbulan. Ada jaga suatu Lembaga

Masyarakat yang melarang bunga, seperti yang terdapat pada ajaran [slam
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Namun nyatanya, perkembangan masyarakat kapitalis telah meluaskan

kacdah hukum tentang bunga yaitu syah menctapkan bunga berapapun

besarnya asal hal itu berdasarkan perjanjian.

IImu Hukum Perdata mengenal berbagai jenis bunga, yaitu : 9

g

Bunga Konsensual yaitu bunga yang diperjanjikan pihak-pihak
dalam perjanjian. Hal ini ditentukan dalam Pasal 1249 KUH
Perdata sebagai berikuvt : Jika dalam suatu perikatan ditentukan
bahwa yang lalai memenuhinya sebagai ganti rugi harus
membayar suatu jumlah uang tertentu maka kepada pihak 1am
tidak boleh diberikan sesuatu jumnlah vang lebih maupun vang
kurang daripada jumlah itu.

Jadi dengan demikian besarl'nya bunga yang telah ditentukan parza
pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah mengikat
antara satu dengan yang lainnya yaitu antara peminjam dengan
yang meminjamkan.

Bunga Moratoir

Pada perikatan untuk membayar sejumlah uang penggantian

biaya rugi dan bunga yang, disebabkan karena teriami)atnya

B

@y
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pelaksanaan perikatan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan
dalam undang-undang.
Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan beberapa unsur yaitu :

a. Bunga itu hanya berhubungan dengan perikatan membayar
scjumlah uang.

b. Deditur terlambat melaksanakan prestasi.

¢. Nilainya ditentukan oleh undang—undang, dalam hal ini
menuruat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1884 besarnya
bunga adalah 6 % setahun.

d. Debitur tidak perlu membuktikan bahwa ia rugi.

e. (ara menghitungnya adalah dari saat surat gugatan
dimasukkan dalam daftar perkara Perdata di Pengadilan
Negeri, Jadi tidak dihitung dari saat debitur melakukan

wanprestasi.

w

Bunga Conpensatoir.

Bunga Conpensatoir adalah bunga yang terjadi karcna debitur
sama sekali tidak melaksanakan perikatan. Apabila bunga
Conpensatoir benar-benar ada maka kreditur yang meminjamkan

wajib membuktikannya.
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4,

Bunga Berganda

Bunga berganda adalah bunga yang diperhitungkan dari hutang
pokok yang tidak dilunasi oleh debitur/peminjam. Bunga itu
dapat dituntut kreditur atau dapat pula terjadi  kalau

diperjanjikan.

Dalam praktek Peradilan schari-hari nampaknya pada saat ini

terdapat dua pendirian : 19

;

ra

Pendirian yang berpedoman kepada bunga Undang-Undang,
yakni 6% per tahun, pendirian ini merupakan keputusan yi;n_i__-;
selalu  diambil oleh Mahkamah Agung, yang tetap
mempertahankan Moratorium Interesse apabila dalam perjanjian
tidak ditentukan besarnya ‘t‘nmga.

Pendirian lain menetapkan besar bunga berpedoman kepada
besarnya bunga deposito Bank Pemerintah saat keputusan
dijatuhkan. Pendirian yang berpedoman kepada deposito tidak
mempersoatkan apakah ada bunga diperjaniikan a*au tidak.

Baik ada perjanjian atau tidak, bunga yang layak untuk

dikabulkan ialah sebesar bunga deposito.

10) M. Yahya Harahap, SH. Op Cit. Hal. 72.
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Tentang saat pengembalian inipun telah diuraikan terlebih dahuiu,

bahwa pengembalian harus tepat pada waktu sebagaimana yang telah

ditentukan dalam perjanjian. Schubungan dengan itu dapat diuraikan

sebagai berikut ;1)

- Jika dalam perjanjian ada ditetapkan batas waktunya maka :

a.

Harus dikembalikan pada batas waktu yang diperjanjikan
oleh si peminjam. -
Pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta pengembatian

uang sebelum sampai batas dalam perjanjian.

- Apabila jangka waktunya tidak ditentukan dalam perjanjian :

a.

Pihak yang meminjamkan boleh meminta pengembalian, serta
dapat dikembalikan oleh si peminjain dengan sukarela.

Apabila perﬁxhﬁaan pengembalian dilakukan oleh pihak yang
meminjamkan  melalui  proses peradilan Hakim  harus
memberikan ~ suatu  waktu  pertangguhan,  setelah
mempertimbangkan hal ikhwal yang bersangkutan dengan

waktu pertangguhan terscbut.

11) Ibid, Hal. 301.
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B. Hubungan Bunga Yang Diperjanjikan Dengan Asas Kebebasan

Berkontrak

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa bunga tersebut adalah

merupakan suatu keuntungan yang diharapkan oleh pihak vyang

meminjamkan uang.

Pada umumnya peristiwa meminjam uang tersebut adalah harus

dilakukan antara orang-crang dewasa, karena orang dewasalah yang

dianggap cakap bertindak dalam hukum. Dalam Bab terdahulu telah

disebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur

sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata Pasal 1320 sebagai berikut :

p 5

2.

Ji

4.

Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
Suatu hal tertentu.

Suatu sebab-yang halal.

Syarat nomor 1 dan nomor 2 dinamakan syarat subjektif karena syarat

tersebut adalah mengenai subjek/orang dalam perjanjian, sedangkan nomor

3 dan nomor 4 adalah merupakan suatu syarat objektif karena kedua-duanya

adalah mengenai apa-apa yang disebutkan dalam perjanjian.
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Dengan diperlukannya kata sepakat mengadakan perjanjian; in
mempunyai suatu pengertian bahwa kedua belah pihak harus mempunyai
kebebasan berkehendak.

Dengan syarat bahwa kedua belah pihak tidak mendapat
tckanan/paksaan yang mengakibatkan adanya bagi perwujudan kehendak
tersebut.

Misainya A meminjamkan uang pada B dengan memperjanjikan bunga
secara tertulis 3% sebulan dan jangka waktu pengembaliannya 1 tahun.

Bila kita kaitkan dengan asas kebebasan berkontrak hal tersebut
tidaklah bertentangan, karena dalam hal berkontrak para pihak diberi
kebebasan asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan norma-
norma susila yang berlaku di daerah tempat diadakannya perjanjian pinjam-
meminjam uang tersebut.

Asas kebebasan .berkon'.mk cara menyimpulkannya adalah dengan
jalan menekankan pacl.;i perkataan semua yang ada dimuka perkataan,
dikatakan bahwa Paszlal 1338 Avat 1 KUH Perdata itu scolah-olah membuat
pernyataan (Proklamasi), bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa

saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikat undang-undang.
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Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan
ketertiban umum dan kesusilaan umum."?

Maka oleh karena itu pernyataan tersebut tidak dapat ditarik kembali
selain dengan sepakat kedua belah pihak. Atau karena alasan-alasan oleh
Undang-Undang dinyatakan untuk itu. Schingga dengan demikian suatu
perjanjian yang dibuat antara peminjam dan yang meminjamkan tidak dapat
dibatalkan oleh salah satu pihak karena logika dari kesempatan adalah
dimaksud untuk mengikat antara yang satu dengan yang lainnya.

Dalam kaitannya bunga yang diperjanjikan dengan esas kebebasan
berkontrak tersebut adalah besarnya bunga dalam perjanjian pinjam
meminjam uang, diserahkan kepada kehendak kedua belah pihak yaitu
peminjam dan yang meminjamkan asal saja tidak bertentangan dengan
kebiasaan, kepatutan dan Undang-Undang. Dengan demikian bunga yang

sudah ditentukan para pihak tersebut agar tidak terlampau tinggi.

C. Peranan Hakim Dalam Menentukan Bunga Yang Diperjanjikan
Sebagaimana telah diuraikan di atas para pihak yang mengikat suaiu
perjanjian  pinjam meminjam uang vang diberikan kebebasan untuk

menentukan berapa besarnya bunga. Hal ini adalah merupakan konsckwensi

' Prof R. Subekti, SH . Ancka Perjanjian, Penerbit Alumni Bandung Tahun 1984,
Hal. 5.
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daripada kebebasan berkonirak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338
KUH Perdata. Dikalangan masyarakat persoalan pinjam meminjam vang
pada peminjam uang. Pada umumnya orang meminjam uang tersebut adalah
pihak yang berada pada ekonomi lemah jika dibandinékan dengan orang
yang meminjamkannya. Maka tidak jarang kita temui bahwa pihak
peminjam uang tersebut tidak dapat lagi mengembalikan uang pinjamaninya
beserta bunga yang telah diperjanjikan dan sudah ditentukan jangka walktu
pengembaliannya dalam bentuk tertulis. Misalnya A meminjam uang darj B
sebesar Rp. 2 juta, untuk suatu kepentingan anaknya. Pada saat terjadinya
peminjaman tersebut B menyatakan bahwa ia hanya mau meminjamkan
uangnya dengan bunga 15% sebulan. Namun karena adanya suatu
kepentingan yang mendesak bagi A, maka si A menyetujuinya.

Beberapa bulan pertama A masih dapat melaksanakan kewajibannya
yaitu mengangsur hutangnya, tetapi untuk bulan berikutnya A tidak
melaksanakannya lagi sebagaimana mestinya. Tentu saja dalam keadaan
yang demikian akan menimbulkan perselisihan antara A dan B perlu
mendapatkan penyelesaiar. secara adil dan jujur, maka B meminta bantuan
Hakim dengan terlebih dahulu mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negri
untuk memperoleh kembali hak mﬂ;'knya.

Hakim dalam suatu Pengadilan sangat mempunyai peranan dalam

mengambil suatu keputusan yang adil dan patut untuk memberikan suatu
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perlindungan bagi pihak yang lemah, dalam hal ini si peminjam. Hakiin
sebagai orang yang di percayakan dalam suatu Pengadilan untul
memutuskan perkara/ sengketa yang terjadi dan yang datang kehadapannya
pada prinsipnya tidak dapat berbuat sesuatu dengan kehendak semata.
Dalam keputusan Hakim, tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara
yang tidak digugat atau suatu tuntuteIm maupun memberi lebih daripada
yang digugat. Dengan demikian Hakim dalam memutuskan keputusan harus
berdiri di tengah-tengah kedua belah pihak yang berpekara, yaitu dengan
tidak memihak kepada salah satu pihak hal ini dapat diketahui dalam H. 1. i,
menurut Prof. R. Supomo, SH mengatakan di dalam Pasal 178 H. 1. R/ 189
RBg mengharuskan Hakim di dalam mempertimbangan putusan yang
diambil untuk mencukupi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan
oleh kedua belah pihak. Ini memang sudah semestinya berhubungan dengan
tugasnya Hakim untuk menentukan atas jabatannya, Hakim yang akan
menguasai soal yang menjadi perkara. 1%

Maka tugas Hakim dalam menetapkan keputusan benar-benar dengan
segala alasan-alasan dan bukti-bukti yang ada hubungannya dalam suatu
perkara yang diadili tersebut. Hakim di dalam memeriksa perkara Perdata

bersikap pasif dalam arti kata bahwa rﬁang lingkup atau luas pokok sengkeia

¥ Prof. Dr. R. soepomo, SH. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Penerbit
Pradya Paramita, Tahun 1972, hai. 96.
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yang, diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oieh
pihak berperkara dan bukan olch Hakim. Hakim hanya membantu para
pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan
untuk dapat terciptanya Peradilan (Pasal 5 UU. No.14 Tahun 1970). Jad:
pengertian pasif disini adalah berarti bahwa Hakim tidak boleh menambah
atau menguranginya. Akan tetapi itu semuanya tidak beraiti bahwa Halum
sama sekali tidak Pasif. Selaku pinjaman sidang Hakim harus akiil
memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar
segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan. Hakim
berhak untuk memberikan nasehat kepada kedua belah pihak seria
menunjukkan upaya hukum dan énemberﬂian keterangan kepada mereka
{Pasal 132 H. L R, 156 RBg) karena dikatakan bahwa sistern HIR adalah aktif
berbeda dengan sistem RV yang pada pokoknya mengandung prinsip
“Hakim Passip”. 12

Jika dilihat dari kedudukan Hakim bersifat Passip, ketentuan bunga
sebesar 15% sebulan sebagaimana disebut di atas haruslah dikabulkan
Namun kalau ditinjau dari sudut keaktifan seorang Hakim dalam

penyelesaian  sengketa/perkara,  maka Hakim  dapat merubah  dan

4 Prof Dr. Sudikno Merto Kusumo, SH. Hukum Acara Perdata, Penerbit Libert
Yogyakarta, 1982, hal. 11
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mengurangi bunga yang telah diperjanjikan tersebut karena dianggap
terlampau tinggi hal ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang
mempunyai ekonomi lemah.

Hakim sebagai tempat pelarian yang terakhir bagi para pencaii
keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan Hukum, bahkan menjadi tempat
bertanya segala macam soal bagi rakyat. Dari padanya diharapkan
pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuannya dan martabat serta
wibawa. Diharapkan dari Hakim sebagai orang bijaksana, aktif dalam
pemecahan masalah. Kiranya azas hakim aktif menurut HIR itu sesuai
dengan aliran pikiran tradisional Indonesia. Undang-Undang No. 14/1970
mengharuskan pula Hakim Aktif karena yang dituju dengan kekuasaan
kehakiman dalam Pasal 24 UUD’45 acialah kekuasaan Negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna wmenegakkan Hukum dan
Keadilaan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum
Republik Indonesia. 15)

Maka dari uraian tersebut di atas peranan Hakim dalam memutuskan
suatu perkara yang berhubungan dengan bunga yang diperjanjikan adalah

sangat dibutuhkan dan sangat menentukan.

¥ ibid, hal 12.
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BABIV
BUNGA YANG DIPERJANJIKAN DALAM PINJAM MEMINJAM UANG

DALAM PRAKTEK

Sebagaimana vang telah kita ketahui bahwa perjanjian pinjam
meminjam uang adalah untuk keperluan pemenuhan kebutuhan hidup.
Maka sesuai dengan Pasal 1767 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Boleh memperjanjikan sesuait bunga dalam persetujuan pinjam

meminjam uang/barang habis karena pemakaian asalkan hal tersebut

ditetapkan secara tertulis”.
Maka tidak jarang kita jumpai dalam prakieknya di masyarakat pinjam
meminjam uang dengaun bunga. Yang cara operasicnalnya sangat gampang
dan mudab diterima si calon peminjam darn kadang kala tanpa ada
diperlukan gunanya.
Para pemilik modal yang banyak ini di masyarakat semula nampaknya
memberikan bantuan kepada mereka yang menerima pinjaman. Tetapi
karena tingkat bunganya 20% sebulan, maka dengan bunga yang tinggi
tersebui telah menimbulkan kesulitan bagi mereka yang menerimanya untuk
melunasinya. ,

Selain dari pada melalui perjanjian pinjam meminjam uang dengan

perseorangan dapat pula dilakukan perjanjian pinjaam meminjam dengan

UNIVERSITASMEDAN AREA .



Bank, yaitu disebut dengan perjanjian kredit. Sebab pada umumnya d B
apabila melakukan perjanjian pinjam meminjant uang besamya ‘:‘ ‘
tersebut telah diperjanjikan lebih dahuly sebelum terjadinya peljaﬂ;i&p

pinjam meminjam uang.

A. Penerapan Bunga Yang Diperjanjikan DaJam Masyarakat

Perjanjian  pinjam meminjam uang/barang yang habis karena
pemakaian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari adalah merupakan
peristiwa yang sering terjadi dan selalu mendapat perhatian dari kalangan
para Sarjana karena peristiwa pinjam meminjam uang tersebut adalah
menyangkut hak azasi manusia.

Peristiwa pinjam meminjam ini ada'lah menyangkut dua kepentingan
yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena pristiwa
pinjam meminjam tersebut juga menyangkut masalah hak azasi manusia
maka perlu mendapat perhatian dan perubahan yang lebih mendalam secara
objektif. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa perjanjian pinjam
meminjam uang tersebut selalu bermotifkan ekonomis karena adanya
kepentingan daripada peminjam uang, sebaliknya pada pihak yang
meminjamkan uang adalah dengan maksud sesuatu keuntungan yang

diharapkan dikemudian hari dalam beatuk bunga.

L
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Maka oleh karena itu peristiwa pinjam meminjam uang ini pada
umumnya sering terjadi dikalangan dagang namun tidak berarti bahw:
dikalangan masyarakat awam biasa tidak pernah terjadi, karena tid:k
selamanya setiap orang dapat memenuhi kebutuhan keinginan pada saat
yang penting melainkan dengan cara meminjamkan uang/barang yang habis
karena pemakaian untuk dapat memenuhi kesulitan yang dihadapi.

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut terdapat dua
kepentingan yaang bertolak belakang, pihak yang meminjamkan selal:
mengharapkan sesuatu keuntungan berupa bunga sedangkan pihak yang
peminjam menghendaki agar sesuatu kepentingannya dapat tercapai dengan
baik, oleh karena itu dapat diharapkan bahwa pihak yang meminjamkan
mempunyai suatu kedudukan yang kuat yaitu dapat menentukan
penyelesaian segala usaha dan kepentingan dari pihak yang meminjamkar
dan sebaliknya pihak yang meminjam berada dalam kedudukan pihak yang,
lemah, karena untuk mencapai sesuatu tujuan dalam menyelesaikan suatu
kepentingannya selalu bergantung kepada pihak yang meminjam uang
tersebuf.

Perjanjian pinjam meminjam uang pada prinsipnya adalah selalu
dibarengi dengan suatu bunga yang telah ditentukan oleh kedva belah pihak,
karena perjanjian pinjam meminjam uang tersebut adalah merupakan

kesepakatan antara pihak yang meminjam dan pihak yang meminjamkan
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maka dalam menentukan besarnya bunga atas uang pinjaman ter'sebu;
diserahkan kepada kedua belah pihak, hal ini disebabkan adanya asas
kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH
Perdata seperti yang telah diuraikan pada pembahasan yang terdahulu.

Maka oleh karera itu perjanjian tersebut adalah merupakan Undang-
Undang bagi kedua belah pihak, dengan kata lain perjanjian tersebut harus
mereka patuhi seperti mematuhi Undang-Undang yang telah ditetapkon
dalam KUH Perdata sechingga dengan demikian pihak-pihak yang
melakukan perbuatan hukum seperti ingkar janji, harus 111ena_ngg;.u‘-.g_;
resiko yaitu kerugian yang ditinbulkan atas keingkaran tersebut kepada
pihak yang dirugikan. Pada umumnya yang harus menanggung atau yang
menggantikan kerugian tersebut adalah pihak peminjam dan pihak yang
meminjamkan tidak pernah dibebani suatu resiko atas kerugian yang
diderita oleh pihak yang meminjamkan vang.

Dalam Undang-Undang tidak menentukan berapa besarnya resiko
yang harus ditanggung oleh pihak si peminjara. Hal ini dapat ditafsirkan dar
bunyi Pasal 1755 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

“Berdasarkan persetujuan pinjam meminjam iu, pihak yang

menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, dan jika

barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, kemusnahan itu

harus atas tanggungannya “.
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Maka dari uraian Pasal tersebut jelaslah kiranya bahwa yang harus
menanggung resiko akan kemusnahan daripada barang/uang pinjaman
tersebut karena dengan terjadinya pinjam meminjam uang tersebut , pihak
yang meminjam telah menjadi pemilik, hal iri disebabkan karena pihak yang
meminjamkan uang tidak mempunyai kewajiban untuk meminjamkan uang,
hanya mempunyai suatu hak untuk menerima pembayaran atas uang,
pinjam‘-m tersebut yang disertai dengan bunga yang diperjaniikan.

Dalam peristiwa pinjam meminjam uang, persoalan yang menyangkut
bunga, karena dalam perjanjian pinjam meminjam barang yang habis kareﬁa
pemakaian/uang tujuan utamanya daripada yang meminjamkan adalah
untuk memperoleh bunga uang tersebut. Persoalan bunga bagi pihak
peminjam adalah merupakan suatu ta’ntangan, karena hal tersebut adalah
menyangkut bertambahnya pembayaran.

Pinjaman sering dilakukan di masyarakat karena pada dasarnya pihak
yang meminjam justru tidak mempunyai dana yang cukup melakukan
pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Walaupun dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan bahwa besarnya
bunga atas pinjaman tersebut adalah ditentukan oleh kedua belah pihak,
sehingga karenanya kesempatan tersebut sering dipergunakan cleh yang
meminjamkan vang untuk mengambil suatu keuntungan yang besar dengan

cara menetapkan bunga yang terlampau besar pula misalnya 20% sebulan,
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dimana besarnya bunga tersebut adalah terlampau tinggi bagi pihal; yang
meminjamkan barang/uang,.

Namun karena adanya sesuatu kepentingan yang sangat mendesak
bagi peminjam maka dengan rasa berat dan terpaksa harus menyetujui
besarnya bunga pinjaman tersebut. Ketentuan yang demikian Undang-
Undang tidak melarang, hal ini dengan tegas disebuikan dalam Pasal 1767
Ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Bunga menurut Undang-Undang ditetapkan dalam Undang-Undarg.

Bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan boleh melampaui b;mg;_-:

menurut Undang-Undang, dalam segala hal yang tidak dilarang

Undang-Undang”.

Walupun demikian menurut Undang-Undang tidaklah mutlak, bahwo
bunga sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak harus
diterima secara mutlak karena sering bunga yang demikian ditentukan
sangat besar dan tidak menganut azas keadilan dan kepatutan. Karena
Yurisprudensipun tidak menyetujui bunga yang terlampau tinggi yang
dibuat oleh para pihak. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa Yurisprudens
Mahkamah Agung yang menetapkan bunga yang terlampau tinggi.

1. Keputusan Mahkamah Agung No. 340 K/SIP/1971.
Adapun kasusnya adalah antara Jordania Aka Santa Wijaya sebagai

penggugat dan Mariam Hasan Ali Ibrahim sebagai tergugat.
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Duduk perkaranya adalah :

Bahwa tergugat tclah dua kali meminjam dan mencrima uang uniuk
dipinjam dari penggugat yaitu yang pertama kali sejumlah Rp 600.00C -
dan yang kedua kalinya sebesar yang pertama. Bahwa untuk hutang ini
tergugat mengikatkan diri untuk membayar bunga scbesar 20% scbulan
dan hutang ini harus dibayar lunas dalam satu bulan sesudah pinjaman
diterima dengan perpanjangan waktu paling lama satu bulan.

Pengadilan Negeri Surabaya telah menghukum tergugat untuk
membayar hutang pokoknya kepada penggugat ditambah bunga 5%
setiap bulan dengan pertimbangan bahwa bunga sebesar 20% sebulan
adalah terlampau tinggi dan Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat
adalah layak jika ditetapkan 'bul’lga sebesar 5% sebulan.

Maka oleh keputusan Mahkamah Agung dalam putusannya Reg No. 340
K/SIP/1971 telah merubah putusan Pengadilan Negeri tersebut dan
menghukum tergugat untuk membayar hutang pokok ditambah dengan
bunga scbesar 20% scbulan yang telah discpakati dalam suatu perjanjian
dapat dikabulkan. Adapun pertimbangan Mahkamah Agung adalah
menimbang bahwa adapun keberatan-keberatan dari penggugat kasas
adalah bahwa bunga 20% scbulan bertentangan dengan Keadilan
menimbang bahwa keberatan ini pula dapat dibenarkan, karena hal vang

dimaksud oleh penggugat untuk kasasi/tergugat asal itu dengan tepa
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dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Yurisprudensi
tetap, maka bunga 20% scbulan yang telah dimufakati dalam suatu
perjanjian dapat dikabulkan.

. Keputusan Mahkamah Agung No. 289 K/SIP/1972 yang berperkara
adalah : Ida Ajuz Suyani scbagai penggugat dan Ida Nyoman Sudirja
adalah tergugat.

'Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1967  tergugat  telah
menerima/ meminjam uang dari penggugat sebesar Rp. 25.000 {1{::1":_'5&1-;.
perjanjian bahwa tergugat bersedia membayar bunga atas uang pinjaman
tersebut tiap-tiap bulan yang telah mereka setujui scbesar 20% setiap
bulan.

Maka Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil keputusan
menghukum tergugat wntuk membayar utang pokok Rp. 25.00¢-
ditambah dengan bunga sebesar 10% setiap bulan, Adapun pertimbangan
Pengadilan Negeri Denpasar terscbut adalah menimbang bahwa tergugat
membenarkan ada perjanjian dengan bunga 20% setiap bulannya, dan
dibenarkan pula sejak bulan Januari 1968 bunganya telah dibayar, maka
olch Mahkamah Agung telah menguatkan putusan Pengadilan Neger:
Denpasar tersebut dengan pertimbangan bahwa keberatan yang diajukan

penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya
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ialah bahwa bunga 10%, karena menurut Yurisprudensi si Mahkamal
Agung penuntut bunga yang telah diperjanjikan itu harus dikabulian
oleh Makkamah Agung , ;cetapi karena tergugat dalam kasasi/penggu o
asal sudah menerima putusan-putusan Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi, maka Mahkamah Agung tidak akan merubah
keputusan tersebut.

3. Keputusan Mahkamah Agung No. 224 K/SIP/1973, yaitu antara R. [
Juhana sebagai penggugat dan Go E Tjie adalah sebagai tergugat, adapun
duduk perkaranya sebagai berikut : ’
Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Juli 1968 penggugat memperoleh
kredit/pinjaman dari PT. Bank Pembina Nasional yang berkedudukan
Bandung yang seluruhnya berjumlah Rp. 564.544 dengan bunga 57
setiap bulan.

Uang yang diperoleh penggugat berdasarkan perjanjian kredit dengan
bank tersebut telah dipergunakan tergugat, dimana atas pemakaian vang
tersebut tergugat berjanji bahwa ia paling lambat tanggal 10 Novenibe
1968 akan membayar uang tersebut sejak tanggal pemakaian uang ol

tetapi walaupun demikian . tergugat tidak pernah melakukan
kewajibannya untuk mengembalikan uang tersebut dengan bunga 15%
sebulan. Dalam keputusan Mahkamah Agung telah menolak bunga yany

diminta penggugat yaitu sebesar 15% sebulan, akan tetapi menetapkan
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bunga menurut undang-undang sebesar 6% setahun, Mahkamah Agung
memberi pertimbangan yang menguatkan keputusan Pengadilan Neger
Bandung, yang dalam pertiinbangannya bahwa mengenai bunga 15%
sebulan yang dimintakan penggugat tidak dapat diterima/dikabulkan,
mengingat Pasal 1767 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut

“Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan d:

dalam persetujuan. Bunga menurut undang-undang ditetapkan

dalam undang-undang, bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan
boleh melampaui bungs menurut undang-undang dalam segala hal
vang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga vang
diperjanjikan adalah dalam persetujuan harus ditetapkan secara
tertulis (bunga menurut uﬁdang—lmdang adalah menurut Lembaran

Negara tahun 1848 No. 22 adalah 6% setahun).”

Dari ketiga Yurisprudensi di atas dapat dibuat pembahasan mengena:
bagaimanakah sebenarnya penerapan i)unga yang, diperjanjikan di tengah-
tengah masyarakat pada saat sckarang ini, maka bertitik tolak dari ketiga
Yurisprudensi di atas, ada beberapa pembahasan menyangkut bunga dalam
pinjam meminjam uang, yaitu :

1. Bahwa kcputusan Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi No. 340
K/SIP/197! di atas yang mengusulkan bunga sebenarnya 20% sebulan

namun dengan berdasarkan pertimbangan yang, telah dibuat oleh keduz
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belah pihak yang didasarkan kepada adanya azas kebebasan bel.'k(m trak
adalah suatu pertimbangan yang keliru dengan alasan bahwa walaupun
telah ditentukan dalam perjanjian besar bunganya 20% sebulan .tida klah
mutlak barus diterima karena keadaan yang demikian tidaklah menolong
dan melindungi pihak/masyarakat yang mempunyai ekcnomi lema’
Karena terjadinya pinjam meminjam tersebut bunga yang tinggl
disebabkan karena adanva suatu keperluan yang mendesak dari pihak
peminjam uang schingga dengan terpaksa harus menyetujui bunga vang
terlampau tinggi tersebut. -

2. Bahwa Keputusan Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi No. 298¢
K/SIP/1972 tersebut adalah suatu keputusan yang adil dan objektif dan
telah meménuhj rasa keadilan dan kepatutan karena besarnya bunga
yang telah diperjanjikan adalah 20% sebulan tidak memenuhi dan
memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, sehingga dengan
pengabulan bunga sebesar 10% sebulan adalah lebih adil bila
dibandingkan dengan bunga 20% sebulan.

3. Bahwa Keputusan Mahkamah Agung No. 224 K/SIP/1973 yang dalam
pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa bunga sebesar 15% setulan
tidak dapat dikabulkan karena sudah dan dibuat secara tertulis adalah
merupakan pertimbangan yang adil dan membantu pihak yang lemal,

namun sebaliknya menentukan besar bunga daari pinjaman terscbu!
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adalah menurut undang-uadang yakni sebesar 6% setahun (1884 No. 22).
Ini adalah merupakan suatu pertimbangan yang tidak mengikut
perkembangan deposito Bank. Sebab dari ketentuan stb. 1848 No. 22
tersebut tidak dapat dijadikan lagi sebagai pegangan dalem penentuan
besarnya bunga.
Karena dalam keputusan Mahkamah Agung No. 224 K/SI/1973
tersebut adalah berlandaskan kepada Pasal 1768 KUH Perdata yaitu :
“Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan
tidak menentukan besarnya maka si penerima pinjaman (iix«,-'ajuib‘::aara
membayar bunga menurut undang-undang “.
oleh karena itu jika besarnya bunga diperjanjikan tidak dituangkan
dalam bentuk tertulis, maka terhadap Pasal 1768 KUH Perdata tersebut dapat
diterapkan sebagai berikut : 9
1. Kalau besarnya bunga tidak ditegaskan dalam bentuk tertulis,
maka bunga yang dapat dimintakan hanyalah bunga
Undang-undang atau moratorium interesse, yakni scbesar 6% per

tahun.

16) M. Yahya Harahap, SH. Op Cit, hal 302.
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2. Atau bunga yang hanya diperjanjikan dengan lisan ate'm sama
sckali tidak ada diperjanjikan dalam hal inipun bunga yang dapat

dimintakan hanyalah moratorium interesse.

B. Bunga vang Dipecrjanjikan dalam Prakicknya di Bank

Bunga menurut Bank apabila melakukan pinjaman uang pada
umumnya lebih rendah daripada bunga yang diperjanjikan di dalam
masyarakat. Sebab pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat diluar
daripada Bank pada umumnya hanya mengenal jangka waktu pengem?-aaé_iaﬁ
vang pendek. Sedang dalam prakteknya yang diberlakukan di Bank ieiak
mempunyai undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Pokok
Perbankan No. 14 tahun 1967. -

Sebelum diuraikan iebih lanjut mengenai bunga yang diperianjikan
dalam pinjam meminjam uang di Bank ada baiknya kita mengetahui defenis:
dari pada Bank.

Yang dimaksud Bank ialah : 17
Lembaga keuangan yang usaha pokcknya adalah memberikan kredit jasa-
jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang,

Sedangkan yang dimaksud dengan kredit adalah : 18

2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1967, Tentang Pokok-Pokok Perbankan, Pasal |
i8) Toid. Pasal 1
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Penyediaan atau tagihan-tagihan yang dapat disamikan dengan ity
berdasarkan persctujuan pinjam meminjam uang antara Bankdengan pihak
lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya
setelah jangka wakiu tertentu dengan jummlah bunga yang télah ditetapkan.

Kata kredit berasal dari kata Romawi “Credere” artinya Percaya.™
Masalah penentuan suku bunga pinjaman di dalam prakieknya di Bank tidak
dapat ciip-akai. sebagai pegangan tetap. Hal ini disebabkan oleh beberaps
faktor yaitu :

- Karena penggolangan (kategori) pinjaman.
- jangka dan waktu pengembalian.
- Jumlah besarnya pinjaman.

Jadi bunga yang diperjanjikan dalam prakteknya di Bank adalah
bervariasi karena Bank mempunyai jenis-jenis kredit yang dapat diminiakan
oleh si pemohon kredit. Pada dasarnya setiap pemberian kredit diusahakan
pencapaian tujuan yang tidak boleh merugikan tujuan lainnya dan harus
saling menunjang, pemberian fasilitas kredit harus benar-benar mempunya
suatu perencanaan yang matang, denéan penentuan jumiah kredit dan

alokasinya sesuai dengan program Pemerintah, juga harus melalui analisa

19) Hukum dan Perbankan, Op Cit, hal. 60
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pada Bank.

Adapun tala cara untuk memperolch suatu pinjaman di Bank pada
umumnya :

a. Usaha masih berjalan.

b. Memiliki izin usaha scsuai dengan sckior usaha.

c. Belum mendapat kredit dari Bank lain.

d. Mempunyai agunan.
Ad.a
Usaha masih berjalan maksudnya adalah bahwa si peminjam menerima
kredit tersebut menggunakan uang pinjamannya untuk menambah modal
usaha, yaitu bidang apa saja yang dilakukan si penerima kredit.
Ad.b. '
Memiliki izin usaha sesuai dengan sekior usaha maksudnya adalah si calon
penerima kredit telah mempunyai izin usahanva dari Pemerintah sesuai
dengan sektor usaha yang dikerjakan si penerima pinjaman.
Ad.c.
Belum mendapat kredit dari Bank lain maksudnya adalah bahwa si penerima
kredit tersebut belum mendapat pinjaman dari Bank iain atau dengan kata

lain belum pernah mendapat kredit.

oo
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Ad. d.
Mempunyai agunan adalah si penerima kredit mempunyai jaminan
yang harus disediakan cleh si peminjam. Pada dasarnya tidak semua jenis
barang-barang yang discrahkan pemohon kredit dapat diterima/diikat
sebagai jaminan kredit. Adapun barang-barang yang dapat diterima sebaga:
jaminan diantaranya :

- Stock/persediaan barang

- Surat-surat beharga

- Perhiasan (emas, berlian, dan intan}

- Tanah

- Kenderaan bermotor

- Mesin-mesin pabrik

[N¥]
il

81

Dalam hal ini yang dapat dibiayai adalah semua bidang usaha kecuali v
melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Sctelah ketentuan di atas dipenuhi olch si pemohon kredit maka piliak
Bank akan memproses permohonan tersebut untuk dapat diberikan kredi:
kepada si pemohon {debitur) dalam hal ini biasanya pihak Bank dalan:
memberikan kredit terlebih daI;ulu mengadakan peninjavan kelapangan
tempat usaha si pemohon kredit, hal ini adalah untuk mencegah terjadinya

penunggakan-penunggakan yang dilakukan si penerima kredit yang mana
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nantinya dapat merugikan pihak Bank. Di dalam mengadakan p.eni.‘fi__éi-i!iéii‘
terscbut pihak Bank akan mengadakan suatu penafsiran terhadap garang
agunan si calaon penerima kredit yaitu melakukan penafsiran di bawah dar
harga pasaran (umum) di masyarakat. Biasanya penafsiran tersebut adalah

% dari harga umum, dengan demikian maka suatu kredit itu diberikan
kepada si pemohon kredit dengan suku bunga tertentu berdasarkan jenis
kr-'edit yang dimintakan oleh si penerima kredit.

Barang-barang jaminan yang diterima Bank harus di kuasai/diikat
secara Yuridis dengan suatu perjanjian kredit di bawah tangan n;au_puza
Notaril. Kegunaan-kegunaan dari jaminan ini adalah untuk : 2

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapatkan

perluasan dengan bal-'ang-barﬁmg jaminan tersebut bilamana
peminjam uang melakukan ingkar janji, yaitu tidak membavar
kembali hutangnya pada wakiu yang telah ditetapkan dalam
perjanjian.

2. Mcnjamin agar peminjam berperan dan turut serta dalam transaks:

untuk membiayai sehingga dengan demikian kemungkinan untuk

meninggalkan usahanya/proyek dengan merugikan diri sendir

20) Hukum dan Perbankan, Op Cit, hal. 145,
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atau perusahaarmya dapat dicegah atau minimal kemiungkinan

untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.

3. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perianjian
kredit khususnya mengenai pembayaran kembali (perlunasan)
scsuai dengan syarat-syarat yang tclah disctujui agar ia tidak
kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada Bank.

Pada umumnya dalam kegiatan perbankan selalu terdapat apa yang dikenal
dengan istilah kredit macet ini dengan mengambil jalan terakhir untuk
mengamankan dana yang telah diberikan kepada debitur yaitu dengan jalan
mengeksekusi barang jaminan debitur yang diagungkan. Perlu diketahui
bahwa sifat-sifat debitur banyak macam dan ragamnya dan hal ini dapat
diklasifikasikan dalam dua ka‘tt‘g(;ri yaitu : 21

¢ Debitur yang beritikad baik.

s Debitur yang tidak beritikad baik.
Ad. Debitur yang beritikad baik.
Debitur-debitur yang dapat dikategorikan dan debitur yang masih mau
melaksanakan segala kewajibannya terhadap Bank dan pada hakekatnya

debitur menjaga nama baik serta tidak mau kehilangan atas barang yang di

* Hukum dan Perbankan, Op Cit, hal 145.
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agunkan pada Bank. Apabila menghadapi debitur-debitur semacam ini rake
pihak Bank melaksanakan cksckusi dengan jalan :

- Memberikan kesempatan dalam pencicilan.

- Memberikan kesempaten untuk mencari pembeli terhadap barang

jaminan.

Ad. Debitur yang tidak beritikad baik.
Pada kegiatan perbankan sering pula didapati debitur-debitur yang, sifatnya
membangkang atau banyak macam-macam harga dalih yang dikemukakan,
dimana hal inilah semata-mata untuk mengulur waktu atau untuk
menghindar dari semua kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam
menghadapi debitur-debitur semacam ini, maka pihak Bank untuk yang
pertama-tama mengusahakan tindakan-tindakan seperti menghadapi debitur
yang beritikad baik, tetapi apabila langkah ini masih menghadapi jalan
buntu, maka pihak Bank menggunakan Lembaga Pengadilan untuk menegur
agar debitur melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang telah
ditentukan Pihak Pengadilan dan scandainya waktu yang telah ditentukan
Pihak Pengadilan tidak dilaksanakan oleh pihak debitur, maka barulah pihak
Bank menentukan sikap me!aksanakar} eksekusi barang _;'f;\minan sesuai
dengan ketentuan dan Prosedur hukum yang berlaku, yaitu pelaksanaan
eksekusinya diserahkan ke Lembaga BPUN (Badan Urusan Piutang Negara}

untuk meiarang barang jaminan debitur tersebut.
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa suatu perikatan dapat timbul, baik karena Undang-Undang
maupun karena perjanjian para pihak yang membuatnya, dan
perikatan yang dibuat tersebut bersifat terbuka dalam arti bahwa para
pihak yang membuat perjanjian apa saja, asal perjanjian itu tidai
bertentangan dengan Undang-Undang. Selanjutnya setiap perjanjian
yang dibuat adalah syah sebagai Undang-Undang serfa mengikal
kedua belah pihak.

2. Persoalan pinjam meminjam vang adalah merupakan suatu persoalan
atau peristiwa yang sering timbul di tengah-tengah masyarakat.
Karena dalam pinjam meminjam barang yang habis dalam pemakaian
atau uang pada umumnya, pihak peminjam adalal. pihak yang selalu
mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya (lemah).

3. Perjanjian pinjam meminjam uang /barang adalah perjanjian real, akan
tetapi pinjam meminjam uang/barang tersebut baru syah atau
mengikat para pihak setelah terjadinya penyerahan (levering).

4. Setelah terjadinya leveling maka scketika itu juga peminjam menjodi

pemilik yang sah atas barang/uang tersebut, sehingga segala resiko
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yang timbul akan menjadi tanggung jawab yang meminjam atau si
peminjam barang atau uang terscbut.

5. Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam uang/barang tidak
ditentukan besar bunganya, maka bunga yang dapat dimintakan
melalui Pengadilan atas keterlambatan membayar uang pinjaman
adalah bunga menurut Undang-Undang vaitu 6% setahun sesuai
dengan stb No. 22 tahun 1848.

6. Mengenai bunga yang diperjanjikan di dalam masyarakat masih
terdapat keaneka ragaman. Baik peminjaman yang dilakukan melalui

Bank maupun di luar daripada Bank.

B. Saran-saran
1. Agar dibuat dan ditentukan aturan yang bersifat khusus yang di buat

oleh masing-masing pihak dalam membuat perjanjian, termasuk isi

temui, dimana para kreditur sclalu menentukan perjanjian piniam

meminjam uang fersebut berlebihan seperti dalam menentukan
besarnya bunga uang. Sudah menjadi perjanjian baku {adhos!
contract).

2. Fungsi daripada perbankan yang secara langsung turut mengatur

situasi bunga yang terlalu tinggi di masyarakat, seharusnya fasilitas
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yang cukup menarik dari perbankan mendorong masyarakat ke Bank
dan dengan sendirinya bunga yang secara bebas di pasaran dapat
tertekan.

3. Dengan banyaknya perkreditan yang dapat diberikan oleh Pan!
kepada masyarakat pada saat sekarang ini maka pada Pemerintah
dimintakan untuk terus meningkatkan lembaga-lembaga kreditnya
daerah pedesaan, terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan
masyarakat lapisan bawah (lemah).

4. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menetapkan bunga
terdapat keaneka ragaman, oleh karena itu Mahkamah Agung
Republik Indonesia dapat memberikan suatu standart mengena
bunga ini, yang dapat dfpedomani oleh Hakim-takim Pengadian

dalam menyelesaikan perkara tersebut.
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